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OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
RANCANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN …
TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI SUKU BUNGA DASAR KREDIT BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

	
	Batang Tubuh
	Penjelasan
	Tanggapan
	Usulan Perubahan

	Menim-bang
	a. bahwa keterbukaan informasi perhitungan suku bunga mendorong kompetisi perbankan dalam penyaluran kredit dengan suku bunga yang kompetitif dan meningkatkan akses keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;  
b. bahwa dengan adanya mandat yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu untuk melakukan transparansi suku bunga dasar kredit untuk mendorong efisiensi penetapan suku bunga perbankan guna mendukung pembiayaan perekonomian;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menyempurnakan ketentuan suku bunga dasar kredit yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit bagi Bank Umum Konvensional;
	I. UMUM
Pemilihan produk Bank Umum Konvensional (BUK) oleh nasabah pada umumnya didasarkan pada pertimbangan mengenai manfaat, biaya, dan risiko dari produk yang ditawarkan oleh BUK tersebut. Hal ini menjadi sangat relevan khususnya untuk produk BUK berupa kredit mengingat kredit merupakan salah satu produk utama perbankan yang dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, transparansi mengenai Suku Bunga Dasar Kredit (prime lending rate), yang selanjutnya disingkat SBDK, sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada nasabah dan memudahkan nasabah dalam menilai manfaat dan biaya atas kredit yang ditawarkan oleh BUK.
Transparansi SBDK mendorong peningkatan aksesibilitas pada produk kredit BUK dan mendorong kompetisi antar BUK dalam penyaluran kredit. Salah satu bentuk transparansi BUK selaku pengelola dana publik adalah melalui publikasi SBDK. Publikasi SBDK merupakan pilar penting dalam penerapan tata kelola. 
Sejalan dengan penerbitan Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mendapat amanat untuk menyempurnakan ketentuan SBDK yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Harapannya, penyempurnaan ketentuan dimaksud dapat mendorong efisiensi penetapan suku bunga perbankan guna mendukung pembiayaan perekonomian.
	
	

	Mengi-ngat:
	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
	
	
	

	
	2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
	
	
	

	
	3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
	
	
	

	
	MEMUTUSKAN:
	
	
	

	Mene-tapkan:
	

	
	
	

	
	PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI SUKU BUNGA DASAR KREDIT BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL.
	
	
	

	Bab I
	BAB I

KETENTUAN UMUM
	
	
	

	Pasal 1
	Pasal 1
	
	
	

	
	Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
	Cukup jelas.
	
	

	
	1. Bank Umum Konvensional untuk selanjutnya disebut BUK adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 
	Cukup jelas.
	
	

	
	2. Suku Bunga Dasar Kredit untuk selanjutnya disebut SBDK adalah indikasi suku bunga efektif kredit terendah yang mencerminkan Harga Pokok Dasar Kredit (Cost of Fund), Biaya Overhead (Overhead Cost), dan Marjin Keuntungan (margin) yang dikeluarkan oleh BUK untuk kegiatan pembiayaan. Selanjutnya, BUK menggunakan SBDK sebagai acuan dalam penetapan Suku Bunga Kredit (SBK) yang akan dikenakan kepada nasabah. 
	Cukup jelas.
	
	

	
	3. Laporan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit untuk selanjutnya disebut Laporan Publikasi SBDK adalah laporan yang disampaikan oleh BUK kepada masyarakat dan Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara pengumuman dan penyampaian yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
	Cukup jelas.
	
	

	Pasal 2
	Pasal 2
	
	
	

	
	(1) BUK wajib menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan Laporan Publikasi SBDK. 
	Cukup jelas.
	
	

	
	(2) Penyusunan, pengumuman, dan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laporan publikasi rutin maupun koreksi. 
	Cukup jelas.
	
	

	
	(3) Perhitungan SBDK hanya berlaku untuk kredit yang diberikan dalam mata uang Rupiah. 
	Cukup jelas.
	
	

	Pasal 3
	Pasal 3
	
	
	

	
	Dalam penyusunan SBDK, BUK harus memperhatikan suku bunga acuan dari otoritas yang berwenang dan perkembangan kondisi ekonomi.
	Cukup jelas.
	
	

	Pasal 4
	Pasal 4
	
	
	

	
	(1) Laporan SBDK wajib disusun secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan dapat diperbandingkan.
	Cukup jelas.
	
	

	
	(2) Direksi dan dewan komisaris BUK bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran isi SBDK termasuk komponen perhitungannya.
	Direksi dan dewan komisaris yaitu direksi dan dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
	
	

	Pasal 5
	Pasal 5
	
	
	

	
	(1) BUK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.   
	Cukup jelas.
	
	

	
	(2) Dalam hal BUK tidak memenuhi ketentuan setelah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUK dapat dikenai sanksi administratif berupa:

a. penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan BUK;

b. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;

c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau

d. larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
	Cukup jelas.
	
	

	
	(3) BUK yang telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tetap wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1).
	Cukup jelas.
	
	

	Bab II
	BAB II

INFORMASI SUKU BUNGA DASAR KREDIT
	
	
	

	Pasal 6
	Pasal 6
	
	
	

	
	(1) Laporan Publikasi SBDK BUK dirinci dalam komponen informasi yang terdiri dari:

a. Harga Pokok Dasar Kredit (HPDK/Cost of Fund);

b. Biaya Overhead (Overhead Cost);
c. Marjin Keuntungan (Margin) ; dan
d. Rata-Rata SBK Realisasi.  
	Ayat (1) 

Huruf a

Harga Pokok Dasar Kredit (Cost of Funds) merupakan harga pokok dana untuk kredit yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana. 

Huruf b

Biaya overhead merupakan biaya yang dikeluarkan oleh BUK berupa beban operasional lainnya yang dikeluarkan untuk kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit termasuk biaya pajak yang harus dibayar. 

Huruf c

Marjin keuntungan merupakan marjin yang ditetapkan oleh BUK dalam kegiatan penyaluran kredit.
Huruf d

Rata-Rata SBK Realisasi merupakan rata-rata realisasi SBK yang diberikan bank kepada nasabah.
	
	

	
	(2) Laporan Publikasi SBDK disajikan per jenis kredit, yaitu:

a. Kredit Korporasi;

b. Kredit Ritel;

c. Kredit Menengah;

d. Kredit Kecil; 
e. Kredit Mikro;

f. kredit Kepemilikan Rumah (KPR)/Kredit Kepemilikan Apartemen (KPA); dan

g. Kredit non-KPR/Non-KPA. 
	Ayat (2) 

Penggolongkan sebagai kredit Korporasi dan Ritel dalam hal tidak masuk dalam kategori Mikro, Kecil, Menengah.  

Penggolongan kredit produktif Menengah, Kecil, dan, Mikro dilakukan berdasarkan kriteria kategori debitur yang mengacu pada LBUT, dimana segmen Menengah, Kecil, dan, Mikro mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.  
	
	

	Pasal 7
	Pasal 7
	
	
	

	
	(1) BUK wajib:

a. mengumumkan Laporan Publikasi SBDK terkini pada situs web BUK, setiap kantor BUK, dan pada kanal digital, yang ditempatkan pada lokasi yang mudah diliat oleh nasabah; dan 

b. menyampaikan Laporan Publikasi SBDK kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

dengan mengungkapkan posisi data yang digunakan. 
	Ayat (1) 

Huruf a

Pengumuman angka SBDK pada situs web BUK ditempatkan pada halaman yang mudah diakses, misalnya dengan memberikan tautan khusus pada halaman depan situs web BUK. 

Pengumuman di setiap kantor BUK dapat berbentuk cetak atau elektronik.

Pengumuman dilakukan pada kanal digital, antara lain: 

1. media sosial resmi BUK; dan
media sosial resmi BUK; dan 

2.layanan perbankan digital sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum.
layanan perbankan digital sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum.

Huruf b

Cukup jelas.
	
	

	
	(2) Pengkinian pengumuman persentase SBDK pada situs web BUK, di setiap kantor BUK dan kanal digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setiap adanya perubahan.
	Cukup jelas.
	
	

	
	(3) Tata cara dan batas waktu penyampaian laporan publikasi SBDK melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan tata cara dan batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pelaporan bank umum konvensional melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
	Cukup jelas.
	
	

	
	(4) Dalam hal penyampaian Laporan Publikasi SBDK kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum dapat dilakukan, BUK wajib menyampaikan Laporan Publikasi SBDK secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 7 pada bulan berikutnya.
	Cukup jelas.
	
	

	Pasal 8
	Pasal 8
	
	
	

	
	(1) BUK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
	Cukup jelas.
	
	

	
	(2) Dalam hal BUK tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUK dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

a. penurunan tingkat kesehatan dengan penurunan peringkat faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan BUK;

b. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;

c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau

d. larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
	Cukup jelas.
	
	

	
	(3) BUK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. 
	Cukup jelas.
	
	

	
	(4) BUK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
	Cukup jelas.
	
	

	Pasal 9
	Pasal 9
	
	
	

	
	Dalam hal penyampaian Laporan Publikasi SBDK sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b belum tersedia, laporan publikasi SBDK disampaikan kepada:

a. Departemen yang membawahi pengawasan BUK terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta bagi BUK yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau

b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat BUK, bagi BUK yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten. 
	Cukup jelas.
	
	

	Bab III
	BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN
	
	
	

	Pasal 10
	Pasal 10
	
	
	

	
	(1) Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) kepada nasabah harus memuat informasi antara lain SBK termasuk konversi suku bunga flat setara efektif dan sebaliknya.
	Cukup jelas.
	
	

	
	(2) Khusus untuk KPR dan KPA, perubahan suku bunga yang ditetapkan dalam SPPK diinformasikan ke nasabah sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan.
	Cukup jelas.
	
	

	Pasal 11
	Pasal 11
	
	
	

	
	Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BUK untuk menyesuaikan batas waktu pelaporan, menyesuaikan periode SBK dan SBDK, menyesuaikan ruang lingkup SBDK dan SBK, serta menyesuaikan besaran SBDK dan SBK berdasarkan pertimbangan tertentu.
	Contoh pertimbangan tertentu, antara lain:
a. kebutuhan capping/ceiling dikarenakan kondisi perekonomian yang dihadapi di Indonesia;

b. adanya keputusan pemerintah Indonesia terkait cuti bersama; 

c. dalam hal laporan keuangan BUK akan diaudit oleh akuntan publik sehingga BUK tidak dapat memenuhi batas waktu pengumuman dan penyampaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; atau 

d. batas waktu pengumuman dan/atau penyampaian Laporan Publikasi, serta ruang lingkup laporan pertama kali untuk BUK yang merupakan hasil penggabungan, peleburan, pemisahan, integrasi, konversi, perubahan kegiatan usaha dari bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah, atau merupakan bank perantara.

e. Keadaan kahar dan/atau pandemi yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat. 
	
	

	Pasal 12
	Pasal 12
	
	
	

	
	Apabila batas waktu penyampaian Laporan secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur lain, batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari kerja berikutnya.
	Cukup jelas.
	
	

	Pasal 13
	Pasal 13
	
	
	

	
	BUK memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu pengumuman dan/atau penyampaian SBDK, dalam hal BUK mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat mengumumkan dan/atau menyampaikan Laporan Publikasi sampai dengan batas waktu pengumuman dan/atau penyampaian.
	Cukup jelas.
	
	

	Pasal 14
	Pasal 14
	
	
	

	
	BUK dapat dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif dalam hal BUK:

a. mengumumkan dan menyampaikan koreksi sebelum batas akhir penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan/atau

b. mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
	Cukup jelas.
	
	

	Bab IV
	BAB IV

KETENTUAN PENUTUP
	
	
	

	Pasal 15
	Pasal 15
	
	
	

	
	Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ketentuan:

a. Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 34 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank; dan

b. Ketentuan yang mengatur mengenai SBDK pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
	Cukup jelas.
	
	

	Pasal 16
	Pasal 16
	
	
	

	
	(1) Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) huruf b mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2024.
	Ayat (1)

Contoh:

Kewajiban pengumuman SBDK pertama kali dilakukan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sejak posisi data tanggal 1 Maret 2024.  
	
	

	
	(2) Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2024.
	Ayat (2)

Contoh:

Kewajiban penyampaian laporan publikasi SBDK pertama kali dilakukan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sejak posisi data tanggal 30 September 2024.  
	
	

	Pasal 17
	Pasal 17
	
	
	

	
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak 1 Maret 2024.
	Cukup jelas.
	
	

	
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
	Cukup jelas.
	
	

	
	Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal  

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MAHENDRA SIREGAR


	
	
	

	
	Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN         NOMOR
	
	
	



